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Abstract. Child protection within the framework of Islamic civil law constitutes an integral part of family law aimed at ensuring the fulfillment of children's rights comprehensively, including aspects of custody (hadhanah), financial support, education, and protection from discrimination and violence. This study examines the mechanisms of child protection in Islamic civil law and their relevance within the Indonesian legal context using a normative juridical method supported by recent scholarly literature. The findings indicate that child protection mechanisms are primarily implemented through custody arrangements based on the best interests of the child, the obligation of parents to provide financial support, and the safeguarding of civil rights such as inheritance and identity. In cases of divorce, judicial institutions play a crucial role in supervising and enforcing children's rights, including restricting parental access when it harms the child's well-being. Additionally, issues related to adopted children highlight the need for harmonization between Islamic law and national civil law to ensure legal certainty. However, challenges remain in implementation, including low legal awareness, non-compliance with financial obligations, and weak enforcement of court decisions. Therefore, strengthening regulations, enhancing judicial oversight, and integrating Islamic legal principles with positive law are necessary to ensure effective and just child protection, with the principle of the best interests of the child as the primary foundation.
Keywords: Child Protection, Islamic Civil Law, Hadhanah, Child Support, Children’s Civil Rights, Best Interests of the Child
Abstrak. Perlindungan anak dalam kerangka hukum perdata Islam merupakan bagian integral dari hukum keluarga yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif, meliputi aspek pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Penelitian ini mengkaji mekanisme perlindungan anak menurut hukum perdata Islam serta relevansinya dalam konteks hukum di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh kajian literatur ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan anak diwujudkan melalui pengaturan hak asuh berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah, serta perlindungan terhadap hak keperdataan anak seperti hak waris dan identitas. Dalam kasus perceraian, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mengawasi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk pembatasan hak akses orang tua apabila terbukti merugikan kepentingan anak. Selain itu, persoalan anak angkat menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum perdata nasional guna memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak anak. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum, ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban nafkah, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran lembaga peradilan, serta integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan hukum positif agar perlindungan anak dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan, dengan menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama.
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LATAR BELAKANG
Perlindungan anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. Dalam hukum perdata Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dipelihara, dan dipenuhi seluruh hak-haknya oleh orang tua maupun negara. Prinsip dasar perlindungan anak dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan psikologis. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) yang menempatkan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam (Aisyah, 2022). Dengan demikian, setiap bentuk pengaturan yang berkaitan dengan anak pada dasarnya diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, serta martabat anak sebagai manusia.
Konsep perlindungan anak dalam hukum Islam memiliki landasan normatif yang kuat, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, maupun ijtihad para ulama. Al-Qur’an secara tegas memerintahkan orang tua untuk menjaga keluarganya dari kebinasaan serta memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan pembentukan akhlak. Dalam kerangka hukum perdata Islam, konsep tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengaturan mengenai hadhanah (hak asuh), kewajiban nafkah, perwalian, serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak (Fauzi, 2021).
Dalam praktik kehidupan masyarakat, permasalahan perlindungan anak seringkali muncul terutama dalam konteks keluarga, seperti perceraian, pengabaian nafkah, serta konflik hak asuh (hadhanah). Perceraian orang tua, misalnya, tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kondisi anak, baik dari segi pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun perkembangan psikologisnya. Anak yang menjadi korban perceraian seringkali mengalami ketidakpastian dalam hal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Dalam kondisi ini, hukum perdata Islam telah mengatur mekanisme perlindungan melalui ketentuan tentang hak asuh anak, kewajiban nafkah, serta peran pengadilan dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak (Dewi et al., 2025).
Lebih lanjut, konsep hadhanah dalam hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai hak orang tua, tetapi lebih sebagai kewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak. Para ulama sepakat bahwa ibu memiliki prioritas dalam mengasuh anak yang masih kecil, selama ia memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berakal sehat, mampu mendidik, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan anak. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain apabila hal tersebut lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dan adaptif dalam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama (Nurjanah, 2023).
Selain aspek pengasuhan, perlindungan anak dalam hukum perdata Islam juga mencakup kewajiban pemberian nafkah oleh orang tua. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi pendidikan dan kebutuhan lainnya yang menunjang tumbuh kembang anak. Kewajiban ini tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun telah terjadi perceraian. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang kewajiban tersebut diabaikan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan intervensi lembaga peradilan (Hartono, 2022).
Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan anak tidak hanya bersumber dari hukum Islam, tetapi juga terintegrasi dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Integrasi ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai normatif hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi anak. KHI, misalnya, secara eksplisit mengatur mengenai hak asuh anak, kewajiban nafkah, serta perwalian, yang pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan yang lebih luas terhadap hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Iqbal, 2021).
Namun demikian, implementasi perlindungan anak dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa orang tua, khususnya ayah, tidak melaksanakan kewajiban nafkah setelah perceraian, sehingga anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain itu, proses penyelesaian sengketa hak asuh di pengadilan seringkali memakan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada kondisi psikologis anak. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan anak (Madai et al., 2026).
Perkembangan sosial dan dinamika masyarakat modern juga turut mempengaruhi kompleksitas permasalahan perlindungan anak. Misalnya, meningkatnya jumlah anak angkat, anak luar nikah, serta kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi dapat dipahami secara sederhana. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga berimplikasi pada hak waris dan status keperdataannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, agar hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal (Rahman, 2025).
Di samping itu, isu perlindungan anak juga berkaitan erat dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Prinsip the best interest of the child menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum (Anggraini, 2023).
Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan anak. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara norma hukum, aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat. Penulisan dan penelitian makalah berbasis jurnal ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks hukum di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berfokus pada analisis mekanisme perlindungan anak menurut hukum perdata Islam serta implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak.


METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur mekanisme perlindungan anak dalam perspektif hukum perdata Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian normatif juga memungkinkan penulis untuk mengkaji kesesuaian antara konsep hukum Islam dengan implementasinya dalam sistem hukum nasional.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum Islam, seperti hadhanah, nafkah, dan hak keperdataan anak. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan guna melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, khususnya jurnal-jurnal nasional terakreditasi yang terbit dalam lima tahun terakhir, yang membahas tentang hukum keluarga Islam dan perlindungan anak. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengolah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum, kemudian melakukan seleksi berdasarkan relevansi dan kualitas sumber tersebut. Dalam hal ini, jurnal yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi ilmiah terbaru untuk memastikan kebaruan dan validitas data yang digunakan dalam analisis.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara menguraikan, menghubungkan, serta membandingkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam serta mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaannya dengan praktik hukum di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai mekanisme perlindungan anak menurut hukum perdata Islam serta kontribusinya dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam upaya mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.




HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Perdata Islam
Perlindungan anak dalam hukum perdata Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum keluarga yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan penuh tanggung jawab oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Konsep ini berakar pada prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi manusia secara bermartabat dan berkeadilan (Fauzi, 2021). Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.
Secara normatif, dasar perlindungan anak dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis yang menegaskan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak. Anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, pendidikan yang baik, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran. Dalam konteks ini, hukum perdata Islam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan anak, seperti hadhanah (hak asuh), nafkah, perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan anak sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri (Nurjanah, 2023).
Salah satu ayat yang secara khusus menegaskan kewajiban pemenuhan hak anak adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…
Artinya: “Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.”
Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, karena pemenuhan kebutuhan ibu (terutama dalam masa menyusui) merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak itu sendiri.
Selain itu, terdapat pula firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 31:
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yangmemberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.”
Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup anak, serta memberikan jaminan bahwa anak memiliki hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan dari orang tuanya.
Lebih lanjut, konsep perlindungan anak dalam hukum perdata Islam bersifat komprehensif dan holistik, karena tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek immaterial. Aspek material meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Sementara itu, aspek immaterial mencakup pembinaan akhlak, pendidikan agama, serta perlindungan psikologis anak. Kedua aspek ini harus berjalan secara seimbang agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik sebagai individu maupun sebagai anggota Masyarakat (Anggraini, 2023).
Dalam implementasinya, hukum perdata Islam juga menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan hukum harus mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua. Oleh karena itu, dalam hal terjadi konflik, seperti sengketa hak asuh akibat perceraian, maka pertimbangan utama yang digunakan adalah sejauh mana keputusan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi anak (Aminah, 2022).
Selain itu, konsep perlindungan anak dalam hukum perdata Islam juga menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anak memiliki hak untuk dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, sementara orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi melalui regulasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak (Madai et al., 2026).
Dalam konteks Indonesia, konsep perlindungan anak dalam hukum perdata Islam telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan hukum positif dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi anak. Namun demikian, penerapan konsep tersebut dalam praktik masih memerlukan upaya yang lebih serius, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas penegakan hukum (Hartono, 2022).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan anak dalam hukum perdata Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak secara menyeluruh. Konsep ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dijamin, serta menegaskan pentingnya peran orang tua dan negara dalam mewujudkan perlindungan tersebut secara efektif dan berkeadilan.

B. Mekanisme Perlindungan Anak dalam Hukum Perdata Islam
Mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam diwujudkan melalui serangkaian instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Instrumen tersebut meliputi pengaturan mengenai hadhanah (hak asuh), kewajiban nafkah, perlindungan hak keperdataan anak, serta peran lembaga peradilan dalam mengawasi dan menegakkan hak-hak tersebut. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini tidak hanya bersumber dari hukum Islam, tetapi juga diperkuat oleh hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
1. Hadhanah (Hak Asuh Anak)
Hadhanah merupakan salah satu instrumen utama dalam mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam. Secara terminologis, hadhanah diartikan sebagai kewajiban untuk memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak hingga ia mampu berdiri sendiri (mandiri). Dalam perspektif fikih, hadhanah tidak hanya dipahami sebagai hak orang tua, tetapi lebih sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak (Az-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, orientasi utama dalam hadhanah adalah kesejahteraan anak, bukan kepentingan orang tua.
Dalam ketentuan hukum Islam, para ulama sepakat bahwa ibu memiliki prioritas utama dalam mengasuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Hal ini didasarkan pada pertimbangan psikologis dan biologis, di mana ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang dibutuhkan oleh anak pada usia dini. Namun demikian, hak asuh tersebut tidak bersifat mutlak. Apabila ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh, seperti berperilaku buruk, lalai dalam merawat anak, atau tidak mampu menjamin keselamatan dan pendidikan anak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti ayah atau kerabat terdekat (Sabiq, 2013).
Prinsip utama dalam penentuan hadhanah adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan anak harus didasarkan pada pertimbangan yang paling menguntungkan bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam hal terjadi sengketa hak asuh akibat perceraian, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, moral, dan kemampuan mendidik anak (Nurjanah, 2023).
Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai hadhanah dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan ini menunjukkan adanya adopsi prinsip-prinsip fikih ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan hukum yang sah bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
Lebih lanjut, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, penentuan hak asuh anak tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak. Hakim dapat menggunakan diskresi untuk menyimpang dari ketentuan umum apabila hal tersebut dianggap lebih menjamin kesejahteraan anak. Misalnya, dalam beberapa putusan, hak asuh anak diberikan kepada ayah apabila terbukti bahwa ibu tidak mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam penerapannya, selama tetap berorientasi pada kemaslahatan anak (Manan, 2017).
Namun demikian, implementasi hadhanah dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah sengketa hak asuh yang berkepanjangan antara kedua orang tua, yang justru berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Selain itu, terdapat pula kasus di mana pihak yang mendapatkan hak asuh tidak menjalankan kewajibannya secara optimal, sehingga hak-hak anak tetap tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari lembaga peradilan dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan hadhanah benar-benar sesuai dengan tujuan perlindungan anak (Madai et al., 2026).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadhanah merupakan mekanisme penting dalam perlindungan anak menurut hukum perdata Islam. Konsep ini menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, serta memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai siapa yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuh anak. Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia semakin memperkuat mekanisme ini, meskipun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
2. Kewajiban Nafkah Anak
Kewajiban nafkah merupakan salah satu pilar utama dalam mekanisme perlindungan anak menurut hukum perdata Islam. Dalam perspektif fikih, nafkah diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar anak yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembangnya. Kewajiban ini secara prinsip dibebankan kepada ayah sebagai kepala keluarga, tanpa menghilangkan peran ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak (Az-Zuhaili, 2011). Dengan demikian, nafkah tidak hanya dipahami dalam arti sempit sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan secara menyeluruh.
Dasar hukum kewajiban nafkah dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, di antaranya QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Ayat ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam konteks ini, ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah, meskipun telah terjadi perceraian antara kedua orang tua (Az-Zuhaili, 2011).
Dalam hukum perdata Islam, kewajiban nafkah bersifat li al-wujūb (wajib) dan tidak gugur kecuali dalam kondisi tertentu, seperti apabila anak telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan, dalam beberapa pandangan, kewajiban nafkah tetap dapat berlanjut apabila anak masih dalam proses pendidikan atau belum mandiri secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap keberlangsungan hidup anak (Syarifuddin, 2014).
Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah anak juga diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya penelantaran terhadap anak. Penelantaran dalam hal ini mencakup kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk nafkah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 juga menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.
Dalam praktik peradilan agama, kewajiban nafkah anak seringkali menjadi bagian dari putusan dalam perkara perceraian. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh ayah kepada anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah. Putusan ini bersifat mengikat dan dapat dieksekusi apabila tidak dilaksanakan. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus di mana kewajiban nafkah tidak dijalankan secara optimal, sehingga merugikan kepentingan anak.
Permasalahan utama dalam pelaksanaan kewajiban nafkah adalah rendahnya kesadaran hukum serta faktor ekonomi. Tidak sedikit orang tua yang mengabaikan kewajiban tersebut dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi atau konflik pribadi dengan mantan pasangan. Padahal, dalam hukum Islam, kewajiban nafkah terhadap anak tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan antara suami dan istri, melainkan tetap harus dipenuhi sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak (Hartono, 2022).
Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kendala dalam memastikan terpenuhinya kewajiban nafkah. Meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan, pelaksanaannya seringkali tidak berjalan efektif karena kurangnya sanksi yang tegas atau mekanisme eksekusi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem hukum, baik melalui regulasi maupun peningkatan peran lembaga peradilan dalam mengawasi pelaksanaan putusan (Madai et al., 2026).
Karena pada hakekatnya, kewajiban nafkah merupakan bentuk perlindungan konkret terhadap anak dalam hukum perdata Islam. Pemenuhan nafkah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa hak anak atas nafkah dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.
3. Perlindungan Hak Keperdataan Anak
Perlindungan hak keperdataan anak merupakan bagian penting dalam mekanisme perlindungan anak menurut hukum perdata Islam. Hak keperdataan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan status hukum anak sebagai subjek hukum, antara lain hak atas identitas, nasab (keturunan), perwalian, serta hak waris. Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan terhadap hak-hak tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan kedudukan anak dalam keluarga dan Masyarakat.
Salah satu hak mendasar anak adalah hak atas identitas, yang dalam hukum Islam diwujudkan melalui penetapan nasab. Nasab menentukan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, khususnya ayah, yang kemudian berimplikasi pada hak dan kewajiban keperdataan, seperti nafkah, perwalian, dan warisan. Dalam Islam, penetapan nasab memiliki aturan yang ketat, terutama untuk menjaga kejelasan garis keturunan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara otomatis memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya dan berhak atas seluruh hak keperdataan.
Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hak atas identitas anak juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran. Identitas ini menjadi dasar pengakuan hukum terhadap keberadaan anak, sekaligus sebagai pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menjamin hak identitas anak.
Selain itu, perlindungan hak keperdataan anak juga mencakup hak waris. Dalam hukum Islam, anak merupakan ahli waris utama yang memiliki bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya. Pembagian waris ini telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan fikih, sehingga memberikan kepastian hukum bagi anak. Namun, dalam kasus tertentu, seperti anak angkat, hukum Islam tidak mengakui hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini berdampak pada tidak adanya hak waris secara langsung antara keduanya.
Meskipun demikian, untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat, hukum Islam mengenal konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian sebagian harta kepada anak angkat melalui wasiat. Konsep ini merupakan bentuk ijtihad ulama yang bertujuan untuk menjembatani kebutuhan sosial dengan ketentuan hukum Islam. Dalam praktik di Indonesia, konsep ini juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, yang memberikan ruang bagi anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 209).
Di samping itu, perlindungan hak keperdataan anak juga mencakup aspek perwalian (wilayah), terutama bagi anak yang belum dewasa atau belum cakap hukum. Wali memiliki tanggung jawab untuk mengurus kepentingan anak, baik dalam hal pengelolaan harta maupun pengambilan keputusan hukum. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai siapa yang berhak menjadi wali serta batasan kewenangannya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan anak(Manan, 2017).
Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hak keperdataan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tidak tercatatnya kelahiran anak secara resmi, sehingga anak tidak memiliki identitas hukum yang jelas. Selain itu, dalam kasus anak luar nikah, seringkali terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan telah diatur dengan baik, implementasinya masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak (Aminah, 2022).
Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hak keperdataan anak dalam hukum perdata Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kedudukan hukum anak secara utuh. Pengakuan terhadap identitas, nasab, waris, dan perwalian merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik.
4. Peran Peradilan dalam Perlindungan Anak
Peradilan, khususnya Peradilan Agama, memiliki peran strategis dalam mekanisme perlindungan anak menurut hukum perdata Islam. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup fungsi perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap hak-hak anak. Dalam konteks perkara keluarga, seperti perceraian, penetapan hadhanah, nafkah, dan perwalian anak, pengadilan menjadi institusi yang menentukan dan menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (Manan, 2017).
Dalam praktiknya, hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi anak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam perkara hak asuh, misalnya, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga dapat menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis untuk menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap putusan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan anak (Nurjanah, 2023).
Selain itu, dalam perkara nafkah anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah. Penetapan ini didasarkan pada kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila tidak dilaksanakan, dapat dilakukan upaya paksa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal ini, peradilan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya kewajiban orang tua terhadap anak (Az-Zuhaili, 2011).
Peran peradilan dalam perlindungan anak juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara, termasuk pengadilan, berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, maupun anak yang terdampak konflik keluarga. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan anak secara menyeluruh.
Lebih lanjut, peradilan juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan putusan terkait nafkah atau hak asuh yang tidak dijalankan oleh pihak yang berkewajiban. Dalam kondisi ini, pengadilan dapat melakukan upaya hukum lanjutan, seperti eksekusi putusan atau pemberian sanksi, guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi. Namun demikian, efektivitas pengawasan ini masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan di Indonesia (Santoso, 2022).
Selain fungsi yudisial, peradilan juga memiliki peran edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui proses persidangan, para pihak diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap anak, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan edukator yang berperan dalam menciptakan keadilan yang berorientasi pada kepentingan anak.
Namun demikian, peran peradilan dalam perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, sehingga banyak putusan yang tidak dijalankan secara optimal. Selain itu, faktor administratif, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan reformasi sistem peradilan agar mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak.
Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme perlindungan anak menurut hukum perdata Islam. Melalui kewenangan yang dimilikinya, pengadilan dapat memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara hukum dan dapat dilaksanakan secara nyata. Oleh karena itu, optimalisasi peran peradilan menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Implementasi dan Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia
Meskipun secara normatif hukum perdata Islam telah mengatur mekanisme perlindungan anak secara komprehensif, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Dalam praktik sehari-hari, masih banyak orang tua yang memandang kewajiban terhadap anak hanya sebatas kebutuhan dasar, tanpa memahami bahwa perlindungan anak juga mencakup aspek pendidikan, kasih sayang, dan stabilitas psikologis. Akibatnya, ketika terjadi perceraian, anak seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak secara optimal (Aminah, 2022).
Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik, misalnya perkara perceraian yang viral di media sosial di mana seorang ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak setelah putusan pengadilan. Dalam salah satu putusan Pengadilan Agama di Indonesia (misalnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2023), hakim telah menetapkan kewajiban pembayaran nafkah anak setiap bulan. Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pihak ayah, sehingga ibu harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa meskipun putusan hukum telah ada, pelaksanaannya masih sering diabaikan, dan anak tetap menjadi korban dari ketidakpatuhan tersebut.
Selain itu, terdapat pula kasus yang viral terkait sengketa hak asuh anak pasca perceraian selebritas di Indonesia, di mana kedua orang tua saling memperebutkan hak asuh tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Dalam beberapa putusan, pengadilan akhirnya menetapkan hak asuh kepada salah satu pihak dengan mempertimbangkan the best interest of the child, seperti stabilitas lingkungan dan kedekatan emosional anak. Namun konflik berkepanjangan yang terjadi sebelum putusan tetap memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental anak. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak hanya berhenti pada putusan hukum, tetapi juga pada sikap dan kesadaran para pihak.
Selain faktor kesadaran hukum, faktor ekonomi juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak, terutama dalam hal pemberian nafkah. Kondisi ekonomi yang tidak stabil seringkali dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut, meskipun secara hukum kewajiban nafkah tetap harus dilaksanakan sesuai kemampuan. Dalam beberapa kasus, ayah yang memiliki penghasilan tidak tetap cenderung mengabaikan kewajiban nafkah, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara layak. Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan anak, karena tidak semua putusan dapat dieksekusi dengan mudah (Syarifuddin, 2015).
Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam beberapa aspek, seperti status anak angkat dan anak luar nikah. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sedangkan dalam hukum positif terdapat pengakuan administratif yang memberikan perlindungan tertentu terhadap anak angkat. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama dalam hal hak waris dan status hukum anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum agar tidak terjadi ketidakpastian yang justru merugikan anak sebagai subjek hukum (Iqbal, 2021).
Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan komprehensif. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kendala ekonomi, hingga lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara norma hukum, aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan anak dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan komprehensif, yang berakar pada prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Perlindungan tersebut diwujudkan melalui beberapa instrumen utama, yaitu hadhanah (hak asuh anak), kewajiban nafkah, perlindungan hak keperdataan anak, serta peran peradilan dalam menjamin dan menegakkan hak-hak anak. Seluruh mekanisme ini menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum.
Dalam konteks Indonesia, mekanisme perlindungan anak dalam hukum perdata Islam telah terintegrasi dengan hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Integrasi ini menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi anak. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban nafkah, sengketa hak asuh yang berkepanjangan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran lembaga peradilan dalam menegakkan putusan, serta harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi norma hukum semata, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan nyata guna menjamin kesejahteraan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR REFERENSI
Aisyah, N. (2022). Maqashid syariah sebagai dasar perlindungan anak dalam hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2), 120–128.
Aminah, S. (2022). Kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak. Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 89–97.
Anggraini, D. (2023). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Jurnal HAM dan Syariah, 5(2), 134–142.
Az-Zuhaili, W. (2011). Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (Vol. 10). Dar al-Fikr.
Dewi, L., et al. (2025). Perlindungan anak pasca perceraian: Analisis pembatasan hak bertemu ayah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Journal of Sharia and Legal Science, 3(3), 276–284.
Fauzi, A. (2021). Konsep perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Al-Ahkam, 21(1), 45–56.
Hartono, R. (2022). Kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam. Jurnal Hukum Islam Kontemporer, 4(1), 88–97.
Iqbal, M. (2021). Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam perlindungan anak. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 345–356.
Madai, A., et al. (2026). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban perceraian. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2).
Manan, A. (2017). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Kencana.
Nurjanah, S. (2023). Hak asuh anak dalam perspektif fikih dan hukum positif. Jurnal Al-Adalah, 19(2), 201–210.
Rahman, A. M. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan perspektif hukum Islam. Ganec Swara, 19(1), 155–161.
Sabiq, S. (2013). Fiqh al-sunnah (Vol. 2). Dar al-Fath.
Santoso, B. (2022). Efektivitas putusan pengadilan dalam perlindungan anak. Jurnal Rechtsvinding, 11(1), 33–42.
Syarifuddin, A. (2014). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.
Syarifuddin, A. (2015). Hukum waris Islam. Kencana.



Received Juni 2, 2024; Revised Juli  06, 2024; Agustus 2, 2024
* Isman Nuddin Ritonga, isman0221253027@uinsu.ac.id 




6        JIPM - VOLUME 4, NO. 4, AGUSTUS 2024


image1.png
OPEN 8ACCESS




image2.png




